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BAB 11

KAJIAN TEORI

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan teori, resgn penelitian yang
telah lalu yang akan membantu peneliti untuk meatgetsuatu fenomena,dan
disertakan konsep dari penulis untuk menjelaskangemai sebuah program
yang dibentuk pemerintah guna meningkatkan passsimasyarakat. Bab Il
ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk tdapngidentifikasi
mengenai partisipasi masyarakat dalam implemerR&#?M-MD di Desa
Panggeldlangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo

A. Kajian Pustaka
1. Partisipasi Masyar akat
a. Pengertian Partisipas M asyar akat

Ketercapaian pembangunan yang ingin disesuaikamaten
kebutuhan dari masyarakatnya, diperlukan adanyatisipasi
masyarakat dalam pembangunan tersebut. Kebijakag wgbuat
oleh pemerintah juga harus dapat mengikutsertakasyanakat
untuk ikut andil dalam kebijakan pemerintah, sepadebijakan
yang dibuat oleh pemerintah dapat tepat sasarabafamanfaat bagi
masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan ssd#in bentuk
keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pembangureupum

kebijakan dari pemerintah. Partisipasi dari madyatradalam
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pembangunan maupun kebijakan pemerintah akan memgdeah
pemerintah untuk lebih memahami aspirasi dari nraggé.

Partisipasi berasal dari bahasa latpartisipare yang
mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambigubagau turut
serta.

Sastrodipoetra (dalam Rohman, dkk, 2009: 46) makgat
“partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spornyang disertai
kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentirdamBok untuk
mencapai tujuan bersama”, sedangkan Nyoman Sumd@&kD:46)
berpendapat :

Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadegeps dan

perasaan pihak lain. Partisipasi berarti perhatisndalam

mengenai perbedaan dan perubahan yang akan d#masilk
dalam suatu pembangunan sehubungan dengan kehidupan
masyarakat. partisipasi merupakan kesadaran mengena
kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lantuk
suatu kegiatan.

Partisipasi adalah suatu konsep dalam pengembangan
masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Pasdisadalah
sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pe&rgeyan
masyarakat karena, di antara banyak hal, partisifgakait erat
dengan gagasan HAM (Jim Ife, 2008:295).

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibataggota

masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatanandal

perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) prqu@mek
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pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat. |Blartisipasi
atau peran serta dalam pembangunan (pedesaan) akenup
aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggatgamakat untuk
berkorban dan berkontribusi dalam implementasi amog¢proyek
yang dilaksanakan (Rahardjo, 2006:34).

Midgley (dalam Buku Seri Demokrasi ke 14, 2009: 509-
mengungkapkan :

Partisipasi masyarakat berkonotaiseé direct involvement of

ordinary people in local affairs. Partisipasi masyarakat berarti

adanya keterlibatan masyarakat biasa dalam urusaau

setempat secara langsung. Midgley memperjelas perge
partisipasi masyarakat ini dengan mengacu pada Bvdan,

pencapaian peluang yang memungkinkan semua anggota

masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalarosgs
pembangunan dan mempengaruhinya serta menikmataatan
pembangunan tersebut secara merata.

Ketelibatan masyarakat dalam pembangunan dapahater!
berdasarkan tahapan-tahapan tertentu mulai dampataadanya
partisipasi masyarakat hingga partisipasi masyars&eara penuh.
keterlibatan masyarakat dalam sebuah pembangwrannya untuk
menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat adapat tercipta
pembangunan seperti yang masyarakat harapkan.

Tjokroaminoto (dalam Buku Seri Demokrasi ke 14, 2008-
49) membagi partisipasi menjadi tiga tahapan, yaitu

1) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penenarah,

strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang daakuk
pemerintah.
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2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jaskedm
pelaksanaan kegiatan pembangunan.

3) Keterlibatan dalam memetik dan manfaat pembangsreara
berkeadilan.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan erat kaitannya dengan aadany
partisipasi masyarakat guna kelancaran pembangyaaserta
adanya ketepatan sasaran tujuan pembangunan. ibasm
masyarakat akan terlihat dari insiatif dari maskara dalam
pembangunan,baik berupa dalam bentuk pikiran, termagupun
bantuan moril.

Ndraha (dalam Nyoman Sumaryadi, 2010:55) mengenaukak
bahwa partisipasi dalam pelaksanaan pembangunaputnel

1) Mengarahkan daya dan dana
2) Administrasi dan koordinasi
3) Penjabaran ke dalam program.

Koentjaraningrat (dalam Nyoman Sumaryadi, 2010:55)
mengemukakan bahwa “pelaksanaan proyek-proyek peguban,
rakyat dapat diajak untuk berpartisipasi dengan anjal
menyumbangkan tenaga atau harus kepada proyekikproye
pembangunan yang khusus, biasanya bersifat fisik”.

Jim Ife (2008:310-312) berpendapat bahwa kondisngya

mendorong partisipasi adalah sebagai berikut :
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1) Orang akan berpartisipasi apabila mereka merasaebau
atau aktivitas tersebut penting. Cara ini dapatrse@fektif
dicapai jika rakyat sendiri telah mampu menentuisanatau
aksi, dan telah menominasi kepentingannya, bukeashkdari
orang luar yang memberi tahu mereka apa yang harus
dilakukan.

2) Orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat
perubahan. Masyarakat mungkin telah menentukanrjpeke
sebagai prioritas utama, tetapi jika orang tidaicgga bahwa
aksi masyarakat akan membuat perubahan terhadapepro
peluang kerja lokal, akan kecil insentif untuk laatisipasi.
Perlu dibuktikan bahwa masyarakat dapat mempes®ebatu
yang akan membuat perbedaan dan bahwa hal terakhnt
menghasilkan perubahan yang berarti.

3) Berbagai bentuk patrtisipasi harus diakui dan diiargerlalu
sering partisipasi masyarakat dipandang sebagailikettan
dalam kepengurusan, pertemuan resmi dan prosedsegur
tradisional lainnya (yaitu kulit putih, laki-laki, kelas
menengah).

4) Orang harus bisa berpasrtisipasi, dan didukung ndala
partisipasinya. Hal ini berarti bahwa isu-isu ségesnsportasi,
penyediaan penitipan anak (atau melibatkan analandal
kegiatan), keamanan, waktu dan lokal Kkegiatan serta
lingkungan  tempat kegiatan akan dilaksanakanskamgat
penting dan perlu diperhitungkan dalam perencarmases-
proses berbasiskan masyarakat.

5) Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan. Pnased
prosedur pertemuan tradisional, dan teknik pembuata
keputusan sering bersifat mengucilkan bagi banyeng
khususnya bagi mereka yang tidak bisa ‘berpikiratepidak
ingin menginterupsi, kurang peraya diri atau tidakmiliki
kemahiran berbicara.

Bolman (dalam Jim Ife, 2008:317-320) menyatakantusua
pembedaan yang bermanfaat dalam partisipasi yaltambatan
partisipasi intrinsik dan akstrinsik.

Hambatan intrinsik secara umum berkaitan dengancicir

birokrasi dan profesionalisme. Mereka mencakup tzgize
aturan dan peraturan dari suatu organisasi, Sstukdu
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memiliki sifat seperti labirin dan ketegangan-ketegan antara
tujuan birokrasi dan tujuan masyarakat. organisagngkin

tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarSkaiangkan
dari hambatan ekstrinsik terhadap partisipasi &datanteks-
konteks sosial, ekonomi, politik dan kebudayaangydisitu

organisasi bekerja dan hal-hal tersebut dapat naenigat

tingkat dan efektifitas partisipasi. Posisi struktuorang-orang
dalam masyarakat dapat mempengaruhi yang beipasiis
dan siapa yang tidak.

Bickman, Rifkin dan Shrestra (dalam Jim Ife, 20@2)3

menyebutkan, indikator-indikator kualitatif darirpsipasi mencakup

a) Suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mgagisasi
aksi

b) Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jarirygag
bertambah kuat

c) Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang halepedrti
keuangan dan manajemen proyek

d) Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pengambil
keputusan

e) Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpadisipa
dalam mengubah keputusan menjadi aksi

f) Meningkatnya jangkauan partisipan melebihi proyekuk
mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain

g) Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat

h) Meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek masysdrdkn
organisasi lainnya

i) Mulai memengaruhi kebijakan.

Kesimpulan dari uraian teori di atas bahwa pasmsip
masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam
program/kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. iftpasi

masyarakat tidak hanya dalam pelaksanaan kebijslgen tetapi
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mempunyai tahap-tahap mulai perencanaan, pelaksardsm

mengambil kemanfaatan dari hasil pembangunan.

Implementasi Kebijakan

Perencanaan kebijakan publik dibuat dengan pendimpangan
agar implementasinya dapat dijalankan dengan balk semua pihak.
Kebijakan pubik ini diharapkan dapat mewakili keira;n dan kebutuhan
masyarakat.

Chandler dan Plano (dalam Yeremias, 2004:56-57anuygapan
“kebijakan publik merupakan suatu bentuk interveasig kontinum oleh
pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidekdaya dalam
masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut besipasi dalam
pemerintahan”.

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aksivitdelektual
yang dilakukan dalam proses kegiatan yang berpidditis. Aktivitas
politik tersebut tampak dalam serangkaian kegiatalgpsi kebijakan,
implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan &b, 2010:32).

Proses kebijakan publik memiliki serangkaian kegiatlan salah
satunya yaitu implementasi kebijakan. Ripley (dal&noharno,2010:35)
menyatakan bahwa “pada tahap ini perlu memperigngan sumber

daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kehijdkalam proses
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implementasi sering ada mekanisme intensif dan ssankgar

implementasi kebijakan tersebut berjalan dengaki’ bai

Gordon (dalam Yeremias, 2004:72) berpendapat bahwa
“implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatag gisarahkan pada
realisasi program. Dalam hal ini, administrator genr cara untuk
mengorganisir, menginterpretasikan dan menerap&hijekan”.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dinkabgakan
yang telah diadopsi tadi dilaksanakan oleh unit-dartentu dengan
memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada.tRlaaa ini, proses
monitoring dilakukan (Yeremias, 2004:62).

Implementasi kebijakan yang telah melalui tahapomedndasi
merupakan prosedur yang relatif kompleks, sehintgmk selalu ada
jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasilndglanerapannya.
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkaimhgan beberapa
aspek, di antaranya : pertimbangan para pembudgakab, komitmen
dan konsistensi para pelaksana kebijakan dan berdasaran (Suharno,
2010: 187-188).

Berbagai model implementasi menurut para ahli :
1. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward IlI
Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakdeh

Edward yang dikutip oleh Dwiyanto (2009:48-50) mjalk empat
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variabel yang berperan penting dalam pencapaiarerkabilan
implementasi. Empat variabel tersebut adalaah kdmsn sumber
daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakdw@mna
dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komasiilefektif
antara pelaksana program (kebijakan) dengan pdomgek
sasarantérget group). Tujuan dan sasaran dari program atau
kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sghindppat
menghindari adanya distorsi atas kebijakan danrprogHal
ini menjadi penting karena semakin tinggi pengesahu
kelompok sasaran atas program maka akan mengunagkgt
penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikanrproglan
kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

b. Sumber daya, yaitu menunjuk sikap kebijakan hardskding
oleh sumber daya yang memadai, baik sumber dayasiaan
maupun sumber daya finansial. Sumber daya mandsiaha
kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implenrepamg
dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumlasma d
finansial adalah kecukupan modal investasi atasuateb
program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan ndala
implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebatpata
kehandalan implementor, kebijakan menjadi kuraregjgndan
berjalan lambatdan seadanya. Sedangkan sumbefidagaial
menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpga a
dukungan finansial yang memadai, program tak dbapgalan
efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran

c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menemerat
kepada implementor program atau kebijakan. Karayserg
penting dimiliki oleh implementor adalah kejujur&komitmen
dan demokrasi. Implementor yang memiliki komitmeérggi
dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatag
ditemui dalam program atau kebijakan. Kejujuran gaeahkan
implementor untuk tetap berada dalam aras progeam telah
digariskan dalam guideline program. Komitmen dan
kejujurannya membawanya semakin antusias dalam
melaksanakan tahap-tahap program secara konsiSikap
yang demokratis akan meningkatkan kesan baik imgion
dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaiieep 8i
akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan
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menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelomsakasa
terhadap implementor dan program atau kebijakan.

d. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birckrenenjadi
penting dalam implementasi kebijakan. Aspek stnuktu
birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adal
mekanisme, dan organisasi pelaksana sendiri. Mekeni
implementasi program biasanya sudah ditetapkan lunela
standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam
guideline program atau kebijakan. SOP yang baik
mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematak
berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun kareran ak
menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedsngk
struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkimginadari
hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktganisasi
pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan
keputusan atas kejadian luar biasa dalam prograaraseepat.

2. Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn
Model implementasi kebijakan dari Meter dan Hormga
dikutip dari Dwiyanto (2009:58-60) menetapkan beabper variabel
yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi danerja
kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalardeMbleter dan
Horn adalah sebagai berikut:

a. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran
kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendagadica
oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud pnau
tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. lsajeldan
sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara 8pesif
sehingga diakhir program dapat diketahui kebertiasatau
kegagalan dari kebijakan atau program yang dijaank

b. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap aeai@n
standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetagphkah

c. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan
finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanaka
program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi abal
seberapa nilai sumber daya (baik finansial maupanusia)
untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengaerfa
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baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat
menjelaskan nilai yang efisien.

d. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada
mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai
sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus
ditetapkan sebagai acuan, misalnya : seberapagsenpat
rutin diadakan, tempat dan waktu.

e. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberaggarbe
daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang
berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di
internal birokrasi.

f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, menunjuhtya
lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempahgar
kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

g. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksangadien
variabel penting dalam implementasi kebijakan. Ssise
demokratis, antusias dan responsif terhadap kelkmpo
sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk
sebagai bagian dari sikap pelaksana.

Mazmanian dan Sabastier (dalam Daniel dan Paul3:298
ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi ketsddn
implementasi kebijakan yaitu “karakteristik masal&arakteristik
kebijakan, dan variable lingkungan”’(Suharno,2010:194).

Donald S. van Meter dan Carl E. van Horn (dalamaBui
2010:195-196) berpendapat ada lima variable yanmpeagaruhi
keberhasilan impelementasi kebijakan, yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas danuteruk
Karena ketidak jelasan tersebut berpotensi menkabul
multiinterpretasi yang akhirnya akan mengakibatkala
sulitnya impelementasi kebijakan.

b. Sumber daya
Impelementasi kebijakan perlu dukungan sumber gayg

memadai, baik sumber daya manusia maupun non-naanusi
c. Hubungan antarorganisasi
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d. Jalinan hubungan kerjasama sinergis diperlukan r anta
instansi untuk mendukung keberhasilan impelementasi
kebijakan.

e. Karakteristik agen pelaksana
Yang dimaksud adalah mencakup struktur birokrasima,
dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang
semuanya itu akan mempengaruhi impelementasi kaiija

f. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
Variable ini mencakup sumber daya lingkungan yaagat
mendukung keberhasilan impelementasi kebijakargubej
mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan
dukungan bagi impelementasi kebijakan; karaktéristi
partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagainsiéat
opini publik yang ada di lingkungan; dan apakaedfiblitik
mendukung impelementasi kebijakan.

g. Disposisi implementator

1) Respon implementator terhadap kebijakan yang akan
mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijaka

2) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan dan

3) Intensitas disposisi implementator, yaitu preferengai
yang dimiliki oleh implementator.

Weimer dan Vinning (dalam Suharno,2010:196) memilik
pandangan lain. Terdapat tiga kelompok besar varighng dapat
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakait,y

1) Logika kebijakan.
Kebijakan yang ditetapkan harus masuk akal dan apatd
dukungan teoritis.

2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan
Kondisi lingkungan dimana kebijakan diimplementasik
juga mempengaruhi keberhasilan impelementasi Kebija
Lingkungan yang dimaksudkan ini mencakup lingkungan
social, politik, ekonomi, hankam, dan atau geografi

3) Kemampuan implementator kebijakan
Keberhasilan  impelementasi  kebijakan  dipengaruhi
kompetensi dan ketrampilan dari implementator.

Penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakiamplementasi

kebijakan Model Implementasi Kebijakan George Cwé&dl 11l. Model
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implementasi kebijakan dari Edward, akan digunakatuk menggali
informasi lebih mendalam mengenai partisipasi Eeakan PNPM-MD

di Desa Panggeldlangu, Kec. Butuh, Kab. Purworejo.

. PNPM Mandiri Perdesaan

Berbagai kebijakan telah dibuat pemerintah untukanggulangi
permasalahan yang terjadi di Indonesia. Salahksdtijakan yang dibuat
dalam hal kemiskinan vyaitu Program Nasional Peddean
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD).

PNPM-MD adalah program pemerintah untuk penanggalan
kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNAM+kerupakan
kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPKberKasilan
adanya PPK yaitu penyediaan lapangan kerja danapateh bagi
kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitaeglatan, serta
keberhasilannya menumbuhkan kolektivitas dan paass masyarakat.

Kebijakan pemerintah pastinya memiliki visi dan inyang ingin
dicapai oleh kebijakan tersebut. PNPM-MD memiliksivdan misi
sebagai berikut :

a. Visi Dan Misi PNPM-MD

Visi PNPM-MD adalah tercapainya kesejahteraan dan

kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesegdrieberarti
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, kemamdiberarti

mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sundsgra yang ada
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di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya dr Iu
lingkungannya serta mengelola sumber daya tersaimtuk
mengatasi masalah kemiskinan.
Misi PNPM-MD adalah :
1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sesasial
dasar dan ekonomi masyarakat
5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan
(Materi bahan bacaan Pelatihan KPMD : 2012).
. Tujuan PNPM-MD
Berbagai kebijakan pemrintah memiliki tujuan masmasing.
Tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebentunya
berhubungan dengan visi dan misi yang ingin dicapeh kebijakan
tersebut. PNPM-MD memiliki tujuan umum dan tujudrgus yang
ingin dicapai oleh program tersebut sesuai dengsindan misinya.
Tujuan umum dari PNPM-MD vyaitu untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakatnndiskierdesaan
dengan mendorong kemandirian dalam pengambilantksgu dan
pengelolan pembangunan.
Tujuan khusus meliputi :
1) Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya arakgt
miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambil

keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
pelestarian pembangunan.
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Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipati§ah
mendayagunakan sumber daya lokal.

Mengembangkan  kapasitas pemerintah lokal dalam
memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
Menyediakan prasarana sarana sosial dasar danrekgaog
diprioritaskan oleh masyarakat.

Melembagakan pengelolaan dana bergulir.

Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KexjaaS
Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan.
Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan
dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaater{(Ma
bahan bacaan Pelatihan KPMD : 2012).

c. Prinsip Dasar

Sesuai dengan pedoman umum, PNPM-MD mempunyai

prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjathdasan atau acuan

dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindsgkag akan

diambil dala pelaksanaan kegiatan PNPM-MD. Nildinidasar

tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujgalPM-MD.

Prinsip-prinsip itu meliputi :

1)

2)

3)

4)

5)

Bertumpu pada pembangunan manusia yang berarti doahw
masyarakat lebih memilih kegiatan yang berdampagdang
terhadap upaya pembangunan manusia daripada penmamag
fisik semata.

Otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan keweaang
mengatur diri secara mandiri dan bertanggungjawabpa
intervensi negatif dari luar.

Desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebis |
kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pemhangu
sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pertadéridan
pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas madyaraka
Berorientasi pada masyarakat miskin yang berargalse
keputusan yang diambil berpihak pada masyarakaimis
Partisipasi adalah masyarakat berperan secara déitém
setiap tahapan proses mulai dari tahap sosialisasgncanaan,
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pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatagarde
memberikan tenaga, pikiran, dana, waktu maupumigara

6) Kesetaraan dan keadilan gender berarti bahwa ldiklaki
dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya d
setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati manfaa
kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pamgert
kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

7) Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan
pembanguna nsecara musyawarah dan mufakat.

8) Transparansi dan akuntabel yang berarti bahwa masta
memiliki akses terhadap segala informasi dan proses
pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegddpat
dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertangyueaigkan
baik secara moral, teknis, legal maupun adminittrat

9) Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yaataohakan
dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaata
untuk pengentasan kemiskinan.

10)Keberlanjutan yang berarti bahwa dalam setiap pebgan
keputusan atau tindakan pembangunan, mulai darmaptah
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pematiha
kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pekashya
(Materi bahan bacaan Pelatihan KPMD : 2012).

d. Ketentuan Dasar
Ketentuan dasar dalam PNPM-MD merupakan ketentaag y
digunakan untuk acuan bagi masyarakat dan pelaknyia dalam
melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencampedeksanaan,
pengawasan dan pelestarian. PNPM-MD memiliki kegmtdasar
sebagai berikut :
1) Desa berpartisipasi
Seluruh desa penerima PNPM-MD dapat berpartisipasi
dalam berbagai tahap dari PNPM-MD. Desa yang bespasi

dalam PNPM-MD dituntut untuk memiliki kesiapan temma
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dari kerja sama dari desa dan masyarakatnya unémgadakan
pertemuan musyawarah PNPM-MD dan dapat menyediakan
kadernya yang bertugas secara sukarela dan sanggup

melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan PNPM-MD.

Kriterian dan Jenis Kegiatan
Pengajuan usulan tiap desa dalam PNPM-MD
diperlakukan sama tanpa memandang desa tersekingget,
terpencil maupun sudah desa ternama. Kegiatan yang
diutamakan untuk dibiayai yaitu kegiatan yang mewhéen
kriteria :
a) Diutamakan lokasi desa tertinggal
b) Lebih bermanfaat bagi RTM
c) Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
d) Dapat dikerjakan oleh masyarakat
e) Didukung oleh sumber daya yang ada
f) Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.
PNPM-MD memiliki kriteria beberapa jenis kegiataanyg
dibiayai melalui BLM PNPM-MD adalah perbaikan saan
prasarana dasar yang dapat memberikan manfaatifamgecara
ekonomi bagi RTM, kegiatan peningkatan bidang petan

kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pahatih

pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikafomoal),



28

kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompgkha
ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaiéargan
produksi berbasis sumber daya lokal dan kegiatamgetalan

simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

3) Mekanisme Usulan Kegiatan
Pengajuan usulan PNPM-MD memberikan kesempatan
setiap desa untuk mengajukan paling banyak 3 (teyejri atas :

a) Usulan kegiatan sarana dan prasarana dasar ataatakeg
yang dapat meningkatan kualitas hidup masyaraké& ba
dalam bidang kesehatan atau pendidikan yang diatap
dalam musyawarah desa khusus perempuan.

b) Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempu
(SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus
perempuan.

c) Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegetg
dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat bal&nd
bidang kesehatan atau pendidikan dan dapat menargka
kapasitas/ ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang
ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan.

4) Swadaya masyarakat dan desa
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Swadaya masyarakat dan desa merupakan salah gatu wu
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahap&MAND.
Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan harus didasatkan
keswadayaan dari masyarakat atau desa. Keswadggaann
tersebut dapat berupa tenaga, dana (tidak bolebtodig dari
kompensasi HOK-upah harus diterima secara utuh sétiap
pekerja kegiatan), maupun. Keswadayaan ini merupakatuk
kerelaan masyarakat dalam kegiatan PNPM-MD.

e. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan
Pada dasarnya dalam PNPM-MD, masyarakat merupakan
pelaku utama dalam program tersebut. Seperti haloymn dari
PNPM-MD untuk meningkatkan partisipasi masyarakahirsgga
masyarakat menjadi pelaku utamanya mulai dari tgespncanaan,
pelaksanaan sampai pelestaran. Pelaku-pelaku &gty aparat dan
konsultan di tingkat desa, kecamatan, kabupatersei@nusnya yang
disebut sebagai Tim Pengelola. Aparat berperangsebfasilitator,
pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip PNPM-Ei&pat
tercapai serta untuk menginformasikan mengenai seoiar dan
mekanisme PNPM-MD agar dilaksanakan secara bensmaise
dengan ketentuan tersebut. Tim Pengelola PNPM-MDnitike

struktur organisasi yang terdiri dari Kader Pembga@n Masyarakat
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Desa (KPMD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), SekietdiPK,

Bendahara TPK, Tim pelestarian/perawatan, dan séhzg

4. Desa
a. Pengertian Desa

Desa merupakan suatu pemerintahan yang diberi toalomi
adat sehingga merupakan badan hukum. Desa add&@fawidengan
batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyardkanhiadat) yang
berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakamsate
berdasarkan asal-usulnya. Dilihat dari ciri geagrafemografis dan
sosiologisnya, desa mempunyai ciri perdesaan. \ahlgyerdesaan
adalah wilayah yang jauh dari pusat ibukota kecamatau ibukota
kabupaten. Penduduk desa umumnya berasal dariksatonunan
(geneologi) sehingga mempunyai sistem kekerabatamg yerat.
Masyarakatnya bersifat komunal, mempunyai ciri-kgbersamaan,
saling mengenal, bahu membahu, gotong royong dadlamecahkan
masalah bersama/umum dan menghormati nilai kebasam
(Nurcholis, 2011:3-5).

Soetardjo (dalam Hanif Nurcholis, 2011:12) mengeakak

bahwa “desa merupakan suatu kesatuan hukum dimamneampat
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tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakaermtahan
sendiri”.

Desa juga merupakan suatu sistem sosial dengaragemia
sendiri yang berarti bahwa desa memiliki lembagdgikoekonomi,
peradilan, sosial-budaya yang dikembangkan olehyanakatnya
sendiri (Hanif Nurcholis, 2011:12).

. Prinsip Dasar Pember dayaan M asyarakat Desa

Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat desa, otonomi

masyarakat desa dapat diwujudkan dengan prinsggsébrikut:
1) Demokratisasi kehidupan desa
Prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat adalahasauad
pelaksanaan demokrasi, yaitu kedaulatan beradaamgan

masyarakat. pengambilan keputusan senantiasa ddkad pada

musyawarah untuk mufakat dengan menghargai adanya

perbedaan dan kebhinekaan.
2) Bersumber kepada kearifan lokal
Otonomi masyarakat desa mengacu kepada nilaiyalsg
berlaku di desa setempat.
3) Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat desa disesuaikan dengart dana
kemampuannya, anggota masyarkat yang berminat elalat

sebagai pemimpin menyalurkan partisipasinya dalemepintah



32

desa atau kelembagaan masyarakat yang tumbuh @i. des
Sedangkan anggota masyarakat yang berminat darakiatrb
sebagai pengelola keuangan dapat mewujudkan pasgisya
melalui kelembagaan keuangan desa.
4) Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk
meningkatkan kandungan kapital baik yang tersedamd
masyarakat maupun yang bersumber dari eksternal.

5) Persamaan kesempatan

Otonomi masyarakat desa dihargai dan dihormati
masyarakat sebagai unit yang mampu mengatur disepdliri.
Oleh karena itu komponen masyarakat hendaknya ikidmer
peluang yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam
mengembangkan potensinya. Selain itu upaya untwkgsang
dan mendorong anggota masyarakat minoritas bagkraestnis
maupun perbedaan gender perlu senantiasa ditiragkatk

6) Kebhinekaan

Masyarakat terdiri beragam etnis, maka berarti deera
budaya dan adat istiadat tersebut berimplikasi gehyusunan
model otonomi masyarakat desa secara tidak bera@&momi
masyarakat desa harus menghargai kebhinekaan uerseb

(Tumpal P. Saragi, 2004:245).
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Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwaa de
merupakan bagian kesatuan dari pemerintahan yangpuoeai

wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri.

B. Pendlitian Yang Relevan
1. Penelitian Yoni Yulianti tahun 2012 dalam artikebng berjudul
“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksan@esgram Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri PerkotaaiKda Solok”
Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwatigyzasi
masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikil@am bentuk
usulan, saran maupun Kkritik. Sumbangan tenaga ikidmerdengan
frekuensi terbanyak yaitu 52,7 %. Selain itu juga alalam bentuk
material dan uang. Tingkat partisipasi masyarakamasuk kategori
rendah (dengan skor 1180). Selain faktor kemiskimanini disebabkan
pengetahuan masyarakat yang minim terhadap progtam kurang
optimalnya peranan stakeholder terkait dalam meakgapasyarakat
untuk berpartisipasi. Faktor-faktor internal yangempengaruhi
partisipasi masyarakat adalah umur, status warg&ellirahan, jenis
kelamin, pekerjaan, pendidikan dan pengetahuanarigédn faktor
eksternal yang mempengaruhi pemerintah daerah,upgndelurahan

(RT/RW), tokoh masyarakat dan fasilitator. Kebijakgang tepat untuk
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peningkatan partisipasi masyarakat adalah pereanapartisipatif yang
benar-benar melibatkan masyarakat dari tahap peneao, pelaksanaan
dan pemanfaatan kegiatan PNPM, pemberian modabhugaig benar-
benar diperuntukkan bagi keluarga miskin, optinagiis peranan
stakeholder terkait. peningkatan pengetahuan masyarakat meladuiia
massa, pemberdayaan masyarakat terutama masyameddh dalam
organisasi sosial kemasyarakatan yang ada ternke&Sk
. Penelitian Angga Harahap pada tahun 2011 dalarpsskrang berjudul
“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Reddyaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Deskripit Kelurahan
Aek Simotung, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupal@apanuli
Selatan, Sumatera Utara)” Universitas SumateraaUtar

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwatigyzasi
masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaanakéésy (PNPM)
Mandiri Perdesaan baik pada tahap sosialisasi deenpanaan maupun
tahap pelaksanaan dan pengawasannya cukup baikniHipat dilihat
dari keikutsertaan dan peran aktif masyarakat daketiap kegiatan yang
dilaksanakan. Program ini juga dapat dikatakan nasvabperubahan
yang positif baik dari segi lingkungan, pembangumaanusia, dan
perihal pemberdayaan masyarakat. Namun, ada sebagisyarakat
lebih  mementingkan kepentingan pribadi dari padgpekéngan

kelompok. Artinya, tidak semua masyarakat bergpess dengan tujuan
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kesejahteraan kelompok melainkan karena upah wadiaalan. Disamping
itu, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhaddpr katau pelaku
kegiatan di perdesaan. Hal ini terjadi karena hasgfaagian kecil yang
memperhatikan informasi yang disampaikan melalypapainformasi,
yang merupakan sebagai pusat informasi dan traersgapelaksanaan
kegiatan. Hambatan lain adalah pengerjaan proyé&krbsampai pada
tahap penyelesaian tetapi dana sudah habis. Ndmumi dapat diatasi
dengan cara membayarkan upah pekerja terlebih uldlanl supplier akan
dibayar setelah pencairan dana berikutnya.

. Penelitian Trias Yuniar Mediawati, pada tahun 2@hklam Tesis yang
berjudul *“Tingkatan Partisipasi Masyarakat Dalanendrelolaan
Lingkungan Pada Program Nasional Pemberdayaan kédsta(PNPM)
Mandiri Perkotaan Di Kabupaten Jember, Jawa Tim8tudi Di
Kelurahan Tegalgede, Umbersari Dan Desa Pontanmgpufi)”.
Program Magister [Imu Lingkungan Program Pascaa8arjUniversitas
Diponegoro Semarang.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwatigyzasi
masyarakat dalam fenomena prakarsa berada padatanglacation.
Fenomena pembiayaan berada pada tingkatesultation sedangkan
pengambilan keputusan dan mobilisasi tenaga bepad@ tingkatan
delegated power. Untuk Fenomena penyelesaian masalah berada pada

tingkatan partnership. Rekomendasi yang dirumuskan terkait dengan
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upaya peningkatan partisipasi dalam pengelolaagklimgan pada
fenomena prakarsa, pembiayaan, pengambilan keputusabilisasi
tenaga dan penyelesaian masalah.

4. Penelitian Suhendar pada tahun 2012 dalam skripsig yberjudul
“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Reddyaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Karyasari KecamaSukaresmi
Kabupaten Pandeglang Tahun 2009-2011". UniversBakan Ageng
Tirtayasa.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwatidjzasi
Masyarakat dalam PNPM Mandiri di Desa KaryasariureB009-2011
sangat kurang, hal tersebut dikarenakan kurangosialsasi dan ajakan
dari aparatur Desa Karyasari, saran yang dapatlipdoerikan untuk
seluruh aparatur Desa Karyasari serta khususnyalKRaus lebih teliti
dalam menentukan sasaran penerima manfaat yaitud8RFegiatan
PNPM Mandiri di Desa Karyasari Kecamatan Sukare&mbupaten
Pandeglang.

C. Kerangka Berpikir

Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kead@aarsituasi yang
terjadi pada masyarakat. Kebijakan ini untuk memganasyarakat dan
menjadi motivasi bagi masyarakat dalam meningkatkaikutsertaannya
dalam kebijakan pemerintah tersebut. PNPM-MD medapaprogram dari

kebijakan pemerintah guna menanggulangi masalahskeran. Disisi lain,
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PNPM-MD juga bertujuan untuk meningkatkan keikues@n masyarakat
dalam program yang dibuat oleh pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaecara nyata
keikutsertaan masyarakat dalam PNPM-MD. Selain dibharapkan dapat
memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk lebipalesipasi dalam
kebijakan pemerintah karena itu semua demi kemajeaa masing-masing.

Gambar 1 akan memberikan gambaran pemikiran mengantsipasi
Masyarakat dalam implementasi PNPM-MD di Desa Paldigngu, Kec.

Butuh, Kab. Purworejo.
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Gambar 1. Kerangka Berpikir
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Permasalahan negara yang kompleks tentang masyarekeginspirasi
pemerintah untuk membuat program yang dapat beaaabfigi masyarakat.
Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat &srandi Indonesia.
Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintahukinmenanggulangi
kemiskinan, tetapi dari berbagai kebijakan tersemdsyarakat hanya
menggantungkan pada pemerintah. Pada dasarnyakeebigari pemerintah
harus dapat mewakili keinginan dan aspirasi makgard&ada tahun 2007
pemerintah membentuk kebijakan untuk meningkatkatigipasi masyarakat
dalam kebijakan pemerintah vyaitu Program Nasion@amlferdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD).

PNPM-MD merupakan program yang bertujuan untuk ngkatkan
partisipasi masyarakat dalam program/kebijakan petad. Keaktifan dan
keikutsertaan masyarakat mejadi tuntutan dalam ramg tersebut.
Pelaksanaan PNPM-MD pada dasarnya berdasarkanvgadian misi yang
terdiri dari kelembagaan, kemitraan dan partisipaasyarakat. Kesesuaian
perpaduan dari visi dan misi PNPM-MD harus disé@nasehingga dapat
berjalan lancar.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan malsyadalam suatu
pembangunan maupun program/kebijakan. Partisipaasyanakat dapat
dilihat pula dari bentuk partisipasi masyarakat adal sebuah
program/kebijakan yang di buat oleh pemerintah jogenjadi gambaran

antusiasme partisipasi masyarakat. Bentuknya beswzaaya masyarakat
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baik dalam bentuk pikiran, tenaga dan uang. Ppaissimasyarakat secara
penuh dalam program PNPM-MD akan memberikan kelancadalam
pelaksanaan PNPM-MD.

partisipasi masyarakat dalam PNPM-MD juga dapatatiltahapan
partisipasi masyarakatnya mulai dari perencanadiijakan, keterlibatan
dalam memikul pelaksanaan kebijakan dan manfaaj pea dipetik dengan
adanya kebijakan tersebut.

Partisipasi masyarakat pelaksanaan PNPM-MD diteldath model
implementasi kebijakan darikomunikasi, sumber daysposisi dan struktur
birokrasinya. Dengan adanya partisipasi masyarngkag aktif dalam PNPM-
MD menghasilkan pelaksanaan PNPM-MD berjalan laseata bermanfaat
bagi masyarakat. Hal ini telah tepat sasaran yasgas dengan tujuan dari
PNPM-MD.

. Pertanyaan Penedlitian

1. Kegiatan apa di Desa Panggeldlangu yang didanaiRNPM-MD 20127

2. Bagaimana pelaksanaan PNPM-MD di Desa Panggeldtangu

3. Bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk antaakpelPNPM-MD
dalam pelaksanaan PNPM-MD di Desa panggeldlangu?

4. Sumber daya apa sajakah yang tersedia dalam petsds®@NPM-MD?

5. Apakah dalam pelaksanaan PNPM-MD telah menerapkarakter

disposisi bagi para implementor kebijakan?
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6. Apakah struktur birokrasi PNPM-MD mempengaruhi nalga PNPM-
MD serta dapay mengkoordinasikan masyarakat untulioat dalam
pelaksanaan PNPM-MD?

7. Apakah kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakagad adanya

PNPM-MD di desa tersebut?



